
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023

tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan

Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-

2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat

Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

c. bahwa Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis

(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3

(tiga) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-

2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 481 7); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan 
Daerah Otonom Baru; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 



Menetapkan 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

22 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2024-2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 
2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Kecamatan Prigen adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8. Rencana Strategis Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renstra 
Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk 
periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk 
periode 1 (satu) tahun. 



BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA 

KECAMATAN PRIGEN 

Pasal 2 

(1) Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari 
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

(2) Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman bagi Kecamatan Prigen dalam menyusun Renja 
Kecamatan Prigen. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gempol disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; 

: TUJUAN DAN SASARAN; 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

: PENUTUP. 

Pasal4 

Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

Camat Prigen wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Prigen dalam rangka 
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Camat Prigen wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Prigen. 

(2) Camat Prigen menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan 
pengembangan. 



BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Prigen Tahun 
2027, Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai 
acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Prigen Tahun 2027. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Camat Prigen 

Ka. Bappelitbangda 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Camat 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

               ttd.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

          ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 61



PENJELASAN ATAS 

PERA TURAN BUPATI PASURUAN 

NO MOR 61  TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 -2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka 

panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 

KECAMATAN PRIGEN, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun 

kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Prigen harus selaras 

dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut 

indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Prigen dan Renja 

Kecamatan Prigen, Kecamatan Prigen melakukan koordinasi, sinergi dan 

harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan 

Renstra Kecamatan Prigen th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah 

penetapan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen meliputi, 

Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan 

Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Prigen /lintas Renstra 

Kecamatan Prigen, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra Kecamatan Prigen memuat tujuan, sasaran, program, 

kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup 

sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prigen yang disusun 

berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 



1. Larnpiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Larnpiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Renstra Kecarnatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat 

diberlakukan sebagai untuk pedoman dalarn penyusunan Renja 

Kecarnatan Prigen 2027 dan Perubahan Renja 2027 dan ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN SERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 149 



BENONA STRATE6IS 
OR6ANISA ::: '-"'............ DAERAD 

IIMJ---. ) 

,_ 2024-2026 

KABUPATEN PASURUAA 

KANTOR KECANATAN PRI6EN 
DB DAN 

2024 



Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

KECAMA TAN PRIG EN 
JI. Raya Prigen No. 138 Telp (0343) 881670 Prigen 

PASURUAN 67157 
Email : prigenkecamatan2@gmail.com 

Pasuruan, 18 April 2023 

Kepada 
050/363/424.314/2023 Yth. BUPATI PASURUAN 

di 
PASURUAN 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

Disampaikan dengan hormat 

Tentang 

Catatan 

Lampiran 

Untuk mohon persetujuan dan 

tanda tangan atas 

Konsep Naskah Dinas 

Peraturan Bupati Pasuruan tentang Rencana 

Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 

Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Bupati, 

sebanyak 4 {Efmpat) kali 

DISPOSISI PIMPINAN CAMAT PRIGEN 

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

--
ACHMAD MUL YONO S.Pd, M.Pd 
Pembina 
NIP. 196603031990031008 

"lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya 



1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen Tahun 

2024 - 2026 merupakan penjabaran tujuan,sasaran program dan kegiatan 

satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra selanjutnya menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana 

Kinerja Tahunan ( RKT) bagi satuan kerja. 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024 -

2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Prigen pada dasarnya 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan 

daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Untuk itu dalam 

rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan 

Prigen, maka disusunlah Renstra Kecamatan Prigen sebagai satu bagian 

yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan. Renstra Kecamatan Prigen berfungsi untuk memberikan 

gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di 

formulasikan dalam bentuk pemyataan visi, misi hingga strategi yang akan 

dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan 2024 - 2026. 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 

dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana kita 

pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Prigen dalam Pembuatanya 

Mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan 

dalam rencana kinerja Tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa 

memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. 



Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini: 

RT.RW 
. .._I __ RP_D_~ 

Mempedomi i j Mengacu 
.-----------, 

DOKUMEN 
PERENCANAAN 

LAIN 

RENSTRA 
KEC.PRIGEN 

I RENJA tahun I 11 RENJA tahun II 

1.2 Landasan Hukum 

I RENJ A tahun III 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen 

tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan 

se bagai beriku t : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 

3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123) 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pedoman umum 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

11.Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; 

12.Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor :270/M.PPN/ 11/2012 Nomor SE-

33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE/46/MPP

PA/ 11/2011 Ten tang Strategi Nasional (Stranas) 

PercepatanPengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Peneitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2019 ten tang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan 

Dan Keuangan Daerah; 

19. Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan 

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah 

Otonom Baru; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 - 2029 ; 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023; 

23 . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah 

24. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan 

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Togas 

Pokok dan Fungsi K 

26. Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun2024 - 2026 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah 

memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan 

Prigen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Prigen merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arahan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prigen 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen 

adalah sebagai berikut: 



1. Renstra Kecamatan Prigen disusun untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. 

2. Rencana Strategis Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak 

lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan. 

3. Sebagai acuan Kecamatan Prigen dalam penyusunan 

Perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu 

yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Kecamatan Prigen. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat 

Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen. Adapun sistematika 

penulisan Renstra sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

:PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2 . 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan 

Prigen 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Prigen 

2 .3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prigen 

2 . 4 Kelompok Sasaran Layanan 

2.5 Mitra Kecamatan 

: PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Kecamatan Prigen 

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis 

: TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan 

Prigen 

4.2 Cascading Kinerja PD 



BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 
PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Pemerintahan Kecamatan Prigen dalam rangka meningkatkan 

kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik 

melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 

tentang organ1sas1 dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 ten tang Tugas Pokok dan Fungsi 

Kecamatan, dimana sebagai berikut: 

(1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum; 

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Bupati; 

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 

h. pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 



Sekretariat 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

a,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, 

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris Camat mempunyai tugas : 

a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan; 

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 

e. pengelolaan aset dan barang milik daerah; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan 

perangkat kecamatan; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf angka l,mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan 

penganggaran; 

c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai; 

g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil 

pengawasan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan pengelolaanadministrasi umum dan kepegawaian; 



b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata 

kearsipan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; 

d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas; 

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

umum dan kepegawaian; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Seksi 

(1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 1, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan 

umum; 

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasikegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat 

kecamatan; 

c . menyiapkan bahan pelaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit 

kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan 

peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang

undangan dan/ atau kepolisian negara republik indonesia; 

e . menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan 

tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, 

fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau 

kelurahan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat desa dan/atau lurah; 

h . menyiapkan bahan pelaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan; 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi 

terpadu Kecamatan; dan 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 



(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat ( 1) huruf b angka 2, rnempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan 

nasional; 

b. menyiapkan bahan pernbinaan kerukunan antar suku dan 

intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna 

mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; 

c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan; 

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi 

terkait dalampenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban urnum 

diwilayah kecamatan; 

e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka 

agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umurn rnasyarakat diwilayah 

kecarnatan; 

f. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(3) Seksi Kesejahteraan Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b angka 3, mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan 

kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan kesehatan rnasyarakat, keluargan 

berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; 

c. rnenyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, 

kepemudaan, dan olahraga; 

d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan 

kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran 

serta masyarakat dalam kebersihan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pernbinaan keberadaan kesatuan 

masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta 

hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarat 

setempat; 

f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial 

kemasyarakatan; 



g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf b angka 4,mempunyai tugas: 

a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk 

ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di 

desa/kelurahan dan kecamatan; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

diwilayah kerja kecamatan; 

c . menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan 

oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 

d . menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan/ atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas 

dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan 

keluarga tingkat kecamatan; 

f. menyiapkan 

kepemudaan; 

bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRIGEN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor: 69 Tahun 2016 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMATAN 

I KECAMATAN I 
I I SEKRETARIAT I 

I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN UMUM DAN 

PROGRAM DAN KEPEGA WAIAN 
KEUANGAN 

I I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAY AAN 
DAN PELAYANAN DAN SOSIAL MASYARAKAT 

KETERTIBAN 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan 

Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen tidak lepas dari dukungan sumber 

daya Kecamatan Prigen yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan 

program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Prigen 

meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana 

(Perlengkapan). 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Kepegawaian Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menurut golongan 

kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut: 

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Prigen dapat 

dikelompokkan menjadi : 

Jenis Kelamin 
No Pangkat/ Gol Jumlah Pegawai 

Laki-laki Perempuan 

1 IV/b - - -
2 IV /a 1 - 1 

3 III/d 2 2 4 

4 III/c 2 0 2 

5 III/b 0 1 1 



J enis Kela.min 
No Pangkat/ Gol Jumlah Pegawai 

Laki-laki Perempuan 

6 III/a 3 0 3 

7 II/d 4 4 4 

8 II/c 1 - 1 

9 II/b 1 - 1 

10 II/a - - 0 

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawa1 Kecamatan Prigen dapat 

dikelompokkan menjadi : 

No Pendidikan Jenis Kelamin J umlah Pegawai 

Laki-laki Perempuan 

1 S-2 3 1 4 

2 S-1 4 2 6 

4 SMA 7 4 11 

5 SMP - - 0 

6 SD - - 0 

3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan 

menjadi: 

No Eselon Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 

Laki-laki Perempuan 

1 IV 5 4 9 

2 III - - -

3 II - - 0 

4 I - - 0 

4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Kecamatan Prigen sebagai 

berikut: 

No Uraian Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 

Laki-laki Perempuan 

1 PTT 3 - 3 



2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakat dan pelayanan kepada 

masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di 

Kecamatan Prigen meliputi: 

No Nama Barang Jumlah Kondisi 

1 Kendaraan dinas roda 4 Isuzu Panther 1 Baik 

2 Kendaraan Dinas Avanza 1 Baik 

3 Kendaraan dinas roda 2 8 Baik 

4 Genset 1 Kurang Baik 

5 Komputer 14 Baik 

6 Printer 15 Baik 

7 Mesin ketik 1 Baik 

8 Kamera 3 Baik 

9 Laptop 5 Baik 

10 Sound Sistem 2 Set Baik 

11 Pendopo / Aula 1 Baik 

13 LCD Proyektor 2 Baik 

15 Kipas Angin 4 Baik 

16 Meja Pelayanan 1 Set Baik 

17 Kursi tunggu 4 Baik 

18 Meja Rapat Panjang 22 Baik 

19 AC 3 Baik 

20 Kursi rapat Plastik 30 Baik 

21 Kursi Rapat tipe HAA 150 Baik 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen yang telah 

dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang 

jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh 

masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat 

selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan 

datang. 

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan 

Prigen periode 2024 - 2026, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau 

indikator kinerja pelayanan PD. Keberhasilan tingkat capaian kinerja 



pelayanan Kecarnatan Prigen berdasarkan Renstra 2024-2026 dapat dilihat 

dari tabel T-C.23 dan sebagai berikut: 



lndikator Kinerja sesuai 
Target Target 

Target 
NO Tugas dan Fungsi Perangkat lndikator 

NSPK IKK Dacrab Lainnya 

l 2 3 4 5 

Presentase Desa/Kelurahan 

1 Yang Melaksanakan 

Administrasi Dengan Baik 

2 
Presentase Meningkatnya SDM 

Aparatur Desa Yang Dibina 

3 
Skor I ndeks Kepuasan 

Masvarakat 

4 
Ketersediaannya Standart 

Pelavanan Publik 

5 
Persentase Pencapaian Target 

P88/IMB/Reklame 
Pelaksanaan 

6 Lembaga/Organisasi 

Masvarakat Yan2 Dibina 

Presentase Penyelesaian Kasus 

7 KAMTRANTIBMAS Sesuai 

Kewenangan Kecamatan 

Persentase Jenis Pelaya nan 

8 yang berkualitas 

Persentase Desa/Kelurahan 
9 yang telah dibina 

Persentase Konflik yang 

10 ditangani di wilayah 

Kecamatan 

11 Nilai Sakip 

Tabel 2.3.1 ( Tabel T-C.23) 
Pencapaian Klnerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan 

Target Renstra 
Perangkat Realisasi Capaian 

Daerah Tahun Tabun ke-

ke-
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

88 88 88 88 

88 90 88 90 
--

Baik Baik Baik Baik 

Baik Baik Baik Baik 

83 85 83 85 

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 

90 90 90 90 

100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

90% 90% 90% 90% 90% 

73,96 73,96 75,00 73,96 74,1 7 

Rasio Capaian pada 
Tahun ke-

2023 2019 2020 2021 2022 2023 
17 18 19 20 21 22 

100% 100% 

100% 100% 

BAIK BAIK 

BAIK BAIK 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

90% 100% 90% 90% 

74,50 100% 100% 100% 



Penilaian kinerja Kecamatan Prigen untuk output dan outcome 

kegiatan yang dlaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi 

anggarannya tidak mencapai 100%>. Secara keseluruhan penilaian kinerja 

sangat baik selama 5 (Hrna} tahun. 

Dilihat pada tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan kecamatan 

Prigen yang mencapai target diantaranya: 

► Nilai IKM 

► Nilai SAKIP Kecamatan 

► Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas 

► Persentase Desa Yang telah dibina 

► Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan 

Kinerja pelayanan kecamatan Prigen dipengaruhi oleh faktor dana 

penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari 

berbagai pihak diantaranya masyarakat dan pihak keamanan. Sedangkan 

untuk anggaran dan realisasi pendaanaan kecamatan Prigen dapat dilihat 

pada tabel T-C. 2.4 sebagai berikut: 



URAIAN 

2019 
1 2 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 523.218.800 Rp 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

Rp 469.700.000 Rp 

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Rp 12.000.000 

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 
Rp 10.436.000 

PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

Rp 210.525.000 

PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 28.825.000 

PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN Rp 87.920.000 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 
Rp 3.519.436.000 Rp 

PELAYANAN KECAMATAN 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Rp Rp 

DESA/KELURAHAN KECAMATAN 

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 
Rp 59.870.000 Rp 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 
Rp 24.000.000 

OLAHRAGA 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAH DESA 

TABEL T.C-24 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH 

KECAMATAN PRIGEN 

ANGGARAN PADA TAHUN KE- Realisasi Angaran pada Tahun Ke-

2020 2021 2022 2G23 2G19 2020 2021 2.022 
3 4 I 8 7 I 9 10 

518.010.000 Rp 484.871.250 Rp 502.647.711 

95.520.000 Rp 370.572.068 Rp 95.364.300 

Rp 12.000.000 

Rp 10.436.000 

Rp 206.575.000 
.. 

Rp 26.550.000 

Rp 23.780.000 

5.928.348.000 Rp 387.974.118 Rp 978.516.743 

42.850.000 Rp Rp 40.160.000 

4.000.000 Rp 29.620.000 Rp 4.000.000 

Rp 

Rp 4.022.935.186 Rp 4.181.342.379 Rp 4.123.977.114 Rp 3.473.464.903 3.861.250.329 

Rp 532.104.992 Rp 736.262.632 Rp 748.431.786 Rp 515.272.768 721.426.835 

Rp 1.718.473.969 Rp 1.982.24 7 .648 Rp 1.826.025.505 Rp 1.404.649.789 1.970.359.950 

Rp 368.343.050 Rp 13.457.500 Rp 46.802.800 Rp 146.796.260 13.428.000 

15.000.000 

RuloAntarll Reallsasl clan Anggaran RATMIATA 
Tlhunke- PERTUMBUHAN 

2G23 2019 2020 2021 2022 2G23 UALISAII 

11 12 13 1' 11 18 17 11 

92,67 0,00 

78,90 

100,00 

100,00 

98,12 

92,11 0,00 

27,05 0,00 

16,51 

93,72 

100,00 

86,34 92,34 

96,84 97,98 

81,74 99,40 

39,85 99,78 



Berdasarkan tabel T-C. 2.4 diatas dapat dilihat bahwa rasio 

pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan 

baik karena rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian target 

anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan dan 

koordinasi antar bagian dikecamata Prigen berjalan secara baik. 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh 

Kecamatan Prigen adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat 

yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa 

dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan 

partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka 

peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbangjuga 

sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Prigen tahun 2024-2026. 

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah 

Lembaga/Mitra Pelayanan di Kecamatan Prigen adalah 

a) FORKOPIMCAM 

b) Puskesmas 

c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

d) Balai Penyuluhan Pertanian 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3 .1. Permasalahan 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah 

langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan 

tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala 

hal/bidang/ sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar 

dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya 

pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa 

dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang 

dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. 

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan 

anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi 

atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. 

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan 

kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat 

kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi 

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi 

dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang 

mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat) . 

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi , kondisi SDM 

aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain 

memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Prigen, 

juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat. 



Tabel 3.1 

Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

NO PERMASALAHAN 

1 Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan. 

3.2. Isu Strategis 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Belum optimalnya Kualitas Pelayanan yang - SDM yang masih 

pelayanan public belum efektif dan optimal terbatas dari seg1 

dikecamatan. kuantitas dan 

Kualitas 

- Sarana, prasarana 

yang belum 

memadai. 

Pemerintah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dituntut lebih 

responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan 

baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan 

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang 

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan 

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi 

dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah 

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi 

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menu.Ju good 

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas 

pelayanan daerah. 

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Prigen 

merupakan kondisi aktualyang perlu diperhatikan dan berdampak jangka 

panjang. Isu strategis Kecamatan Prigen antara lain: 

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima; 



2. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan 

dengan perubahan struktur organisasi; 

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan; 

4. Bel um memahami konsep keseteraan dan keadilan serta analisis 

gender dalam perencanaan . 

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara 

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam 

Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & 

Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: 

1. Membangun sistem pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan 

transparan; 

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan 

Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas; 

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; 

4. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pelayanan publik responsif gender. 



No. 

1 

Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis 

Renstra Perangkat Daerah Tahon 2024-2026 

Permasalahan Isu Aktual 

Ketidakseimbangan antara 
Tuntutan masyarakat 

kompetensi, kualifikasi, kinerja 

dan kedisiplinan sumber daya 
memberikan pelayanan 

aparatur 
pnma; 

untuk 

yang 

Isu Stratevis 

Meningkatkan komitmen aparatur 

dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan 

pelavanan terhadap masvarakat; 

Keterangan: 
Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai saat ini dengan yang 

I direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan 

dibuat 

2 

3 

Isu aktual adalah kondisi yang terjadi di luar Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan kinerja 

Perangkat Daerah (Misal: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat). 

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perangkat 

Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah di masa yang 

akan datang. 

Pasuruan, Desember 2022 

Camat Prigen

       ttd. 

H.ACHMAD MULYONO,S.Pd,M.Pd

Pembina 

NIP.19660303 199003 1 008 



BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala 

Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 

52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada 

tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala 

Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-

2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. Sehingga tujuan dan 

sasaran Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-

2026 sebagai berikut: 

1. Meningkatnya perekonomian daerah; 

2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat; 

3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan 

prima berbabis teknologi informasi. 

Dari tujuan Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang 

Kecamatan Prigen adalah tujuan nomor 3 yaitu "Meningkatnya tata kelola 

Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbabis teknologi 

informasi". 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan 

sasaran pembangunan Kecamatan Prigen selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan 

dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja perangkat daerah selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan dan 

Sasaran Renstra Kecamatan Prigen mengacu pada sasaran rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik" serta 

permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III. 

Tujuan Renstra Kecamatan Prigen yakni "Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Di Tingkat Kecamatan". Dengan Indikator tujuan "Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". 



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu 

sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran 

dalam bentuk sasaran Kecamatan Prigen yang ditetapkan sebagai berikut 

► Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelayanan Public Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan Kecamatan 

► Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. 

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang 

hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagaimana tertuang 

pada tabel T-C. 25/ Tabel 4.1 sebagai berikut: 



Tabet T.C-25 
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Prigen 

TARGET KINERJA SASARAN 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE· 

2024 2025 2026 

1 2 3 4 s 6 7 

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan - Indeks Kepuasan Masyarakat 100 100 100 
di Tingkat Kecamatan 

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi 1.1. Persentase Indeks Penyelenggaraan 100% 100% 100% 
Penyelenggaran Pemerintahan, Kecamatan 
Pelayanan Publik dan Pemberdayaan 
MasyarakatDesa 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 2. 1. Nilai SAK.IP Perangkat Daerah 76 78 80 
Perangkat Daerah 



Penjelasan terkait indikator ldnerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1 
Tabel 4.1.1 

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 
NO Indikator Kinerja Penjelasan I Formula Perhitungan 

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-

(IKM) Kecamatan 

2 Persen tase hasil 

tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan 

Permenpan No. 14 Tahun 2017: 

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya{Tarif 

5. Prociuk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan prasarana 

Rata-rata capaian indikator kinerja program = 

Penyelenggaraan Kecamatan jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah 

program 

Capaian indikator kinerja program= (realisasi : 

target) x 100% 

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah 

sebagai berikut : 

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik 

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 

3. Program koordinasi ketentraman dan 

ketertiban umum 

4. Program penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum 

5. Program pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa 

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota 

3 Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah 

berdasarkan komponen penilaian manajemen 



kinerja meliputi : 

1. Perencanaan Kinerja 

2. Pengukuran Kinerja 

3. Pelaporan Kinerja 

4. Evaluasi Kinerja 

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021) 



4.2. Cascading 

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran 

Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) , dan/atau target IKU secara 

vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang 

lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Prigen Tahun 2024 -

2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut : 



BABV 
STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Prigen 

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari 

misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam 

kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional 

yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. 

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, 

kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Prigen. 

Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan. 

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi 

yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Prigen 

mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada 

dasamya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak

pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai 

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah 

di ten tukan. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi 

dan kebijakan Kecamatan Prigen tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan dapat dilihat 

pada tabel T-C.26. berikut: 



No Tujuan 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan di 
Tingkat 
Kecamatan 

2.1 

2.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Kecamatan Prigen 

Sasaran Indikator Strategi 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Meningkatnya Persentase Hasil - Meningkatkan 
Hasil Koordinasi Penyelenggaraan akses dan kualitas 
Penyelenggaran Kecamatan layanan kepada 
Pemerintahan, masyarakat 
Pelayanan Publik 
dan - Meningkatkan 
Pem berdayaan penyelenggaraan 
Masyarakat Desa pembinaa aparatur 

dan fasilitasi 
pem berdayaan 
masyarakat 

- Meningkatkan 
kerjasama dan 
koordinasi dalam 
tindak keamanan 
dan ketertiban 
wilayah 

Meningkatnya Nilai SAK.IP - Membangun 
Akuntabilitas Perangkat Daerah Budaya Organisasi 
Kinerja Perangkat berorientasi 
Daerah Akuntablitas 

Kinerja 

Kebijakan 

- Memfasilitasi pelayanan dibidang 
pemerintahan dan pelayanan publik 

- Melaksanakan penyelenggaraan 
pem binaa aparatur dan fasilitasi 
pem berdayaan masyarakat 

- Melaksanakan kerjasama dan 
koordinasi dalam tindak keamanan 
dan ketertiban wilayah 

- Meningkatkan Kualitas Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF 

6.1. Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan 

Daerah. Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan 

untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan 

penguatan peran kelembagaan Kecamatan Prigen. Sebagai ujung tombak 

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan 

kegiatan se bagai beriku t : 

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan; 

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat; 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; 

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) 

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 

dan Kelurahan 

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; 

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

4 . Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; 

a. Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

b. Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 



c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

6.2. Pendanaan Indikatif 

Pendanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Prigen bersumber pada dana APBD 

Kabupaten Pasuruan 

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan 

pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 sebagai berikut: 



Tujuan 

Meningkatnya 
Kualitftlll Pelayanan 
Publik 

Sasaran 

2 

Indlkator 
Sasaran 

3 

Meningkatnya Huil Pcrsentue Haail 
Koo«Hnaai Penyclenggaraa 
Penyelcnggaran n Kccamatan 
Pcmerintaha.n, 
Pel.aye.nan Publik 
dan Pcmberdayaan 
Masya.rakal Dcaa 

Kode 

4 

Tabel T-C.27. 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Kecamatan Prigen 

Program / Keglatan / Sub Keglatan 

5 

PROORAlil PBIIYBlaOGARAAII 
PBIIBRIJrTAJLU' DAS PBLAYAJIAJJ PUBLIK 

Koordinui Peay•le:a&Praan Kea:tatua. 
Pa:nsintahut 4i T:b:!:aJn.t Keca.matui 

Indlkator k.lnerja 
program (outcome) 

dan keglatan (output) 

6 

PcJ'$Cr\tn1; Penyclenggaraan 
Pelllyanan Publik ytUJg Baik 

PententaM:e Koordinaai 
Penyelenggttnum Kcgiatan 
Pemerintahan di tingbt 
Kcauntan yang difaailitaai 
t~ • .aporan 

KoordinaJJi/Sincrgi PerenCt1naan dan Koon:iina.a1/Siuergi Pcrencanaan 
PelaksatlBAll Keg.iatAn Pemerintahan den Pelnk>sanaan Kegiatan 
dengan Pcn,ngkat Da.erah dan lnatanai Pemerintahan dengan Perangkat 
Vertikal Terhut De.enlh Wm Inatanai Vertik«l 

Jumlah Dokumen Peningkatan 
Pcui.ng:k1:1.tan Efcktifiltle Kegie.tan Rfcktifitaa KegiMtan hruerintahnn 
Pernerintaho.n ditingkat.Kcl.Ledug di Tinp;at Kelurfthan 

Jumlah D:>kumcn Peningkatan 
Peningketan Rfektifitu KegiaUl.n Rfekti.fitaa Kcgiat:An f>crucrintahan 
Pcmerintahlut ditingkal Kel.Pccalukan di Tingkat Kelur11hao. 

Jumlah Dokumen Peningkatan 
Pcn.ingkaW\ Efcktifitae KegiAt.an Efektifitas KegiatAn ~meri.ntfthan 
Pttnerint&h.an dib.ngbt Kel.Prigcn di Tingkat Kelurehan 

Data Target klnerja program dan kerangka pendanaan KONDISI KINERJA PA.DA Unit 

capalan AKIDR PERIODE Kerja 
pada awal Th 2<n4 Th 2025 Th 2026 RENSTRA Perangka 

tahun t Daerah 
perencan 1--- ----,--------+-------,---- ----1----.,--------+-----,-----------, Penanggu 

aan target Rp target Rp target. Rp target Rp ng Jawab 

7 8 9 11 12 13 14 15 16 

Rp Rp 907 . 6119.558,30 Rp 2111. 105.298,18 Rp 803.795.422 c ..... , 

Rp 741.-466 ,2◄ 6 Rp 778.539 .558 ,30 Rp '281.105.298 ,18 Rp 803.795 .422 Ca.met 

2 La.poren P.p 20.000.000 2 Laporan Rp 21.<X)().OCN) 2 Leporan Rp 22.050.000 2 Lnporen Rp 63.050.000 Ca.mat 

12 Dokumen Rp 234 .970.792 12 Dokumen Rp 246.719.332 12 Dciku.ruc 
Rp 259.0SS.298 12 

Ookumc:! 
Rp 740.743.422 Camat 

n n 

1, Ooku.men Rp 263. 143,72:l 12 Doku.mcm Rp 276.300.908 12 Doln>= Rp 290.ll S.954 12 
Dokume 

Rp 8:;l9.560.5-84 C.mat 
n " 

12 Dokun1cn Rp 223.35 1.73l 12 Dokumen Rp 23◄ .51 9.3 19 12 
Ookume 

Rp 246.245 .285 l ~ 
n 

Dokumc Rp 704 .116.335 Camat 
n 

Pffll.-e&ena:arun l!nlsan PcruttlnWta11 Y'l.l'I tklak 
dUaksa1u.kan okfl Unit KtrJ• hr111&kl.l Dffl'ah )'lutl 

Ad• dJ Keeamaun 

i~nmtl.se l'fflyeiel11&1nan UruH.n Pemttlnt■llan ran& 
Udak dllak.unak:an olffl Unit KtrJt f-'eran&k■t Dltl'nh ~II 
Ad• di Kccom.tan 

Rp l 20 ,0<X),OO(I Rp IJ6.000.000 Rp 13'.J .300.0CN) Rp 378.300.000 C.m.t 

Pcnin3kat111 Et'tkiifltu Pelllkunun Pelt)'tlWI ktptda JUmlah pent,erian lt)111111'1 acinlnittrui 
t.1"ylraktt di W1I Kcctnlillll kq>cntl!OOlwl 

Pd1k.San11n UNun Ptmer1U1•h~n Yln8 Dlllmpahktll 
~MtaCamat 

Pclakunaan Urunn Pcmcrimihan yang tcr1ca.il dfp1 
K~Lain~Dilfflllati.ln 

PROGRAM KOORD lNA.SI KETf.NTRAMAN DAN 
KETER·rnw~ UMl"'M 

Koonl, l'JHI)-■ J>fflyderlall"lan Kdtntnmm dan 
KNrtlbtn Uruum 

Tcdaksanany11 tugu pe\Ull)Wll 
kcw~ P~ 

PerMntaMlaporanyanccfftindllldMiuti 
blnstansltlnlati 

himlah Laparan Koordlnasi Upa\4 
Penyel.nap,raan K.C.ntffaman d-,, 
Kftertiban unwm vane Umiak lwl]utl 

Sintrgltu de~ Ke,polisian Ne~ Repoblil-: ::~s~~•~!;.~:=:l 
hldo~sla, TtfUrt Nu10MI lndones11 dan Jnstan11 Thi dan .lnmtm Vcrtil."1II di Wilt 'lh 
verw.-.1 di Wilt}'■ h Kccamatui Kccamatan ) 

Harmonisasl Hubungan det,gan Tok.oh A.gama daJl Jumlah Lapora,, PclakunaAn Hannonlusi 

Tokoh Mar;yarak.at ~~~a::::tokoh Agama dan 

Koord. Penttllp■n di n Pfflee•kllll Pudt dlD Pttbd• lmpkmmtu kett-ntu1n rmc: ltd■ dalam ..... 
Koudl Sinctgi Dcrp, Pen .... Dlcrah yang TugaS Pcnqkat Dunh ~ Togas dan 
dtn FIJl'@Sinya di Bidq: Pencgal,:.111 Pcntucan F.ny1 di Bi~ Ptne~ Ptnturan 
Pttundar~-Und11ngan daMtau Kcpolisi11t1 NcgaR Peru~- Undarf;ln dtn·ttau Kq>0lisian 
Rcpublik lndone~i• N-- •-,blik. UxlonesiJ. 

PROGRAM PEN\'F.L.ENGGARAAN URUSAN ~tue l.:onfUk soa1 Y-. 
PEMERJ.NT AHAN UMUM dbtletrdcn ~ kelftuncan 

2 IA..por11.n Rp 1:ao.000.000 , 

Rp 3 ,000,000 0% 

2 t...poran Rp 3.000.000 ••• 

Rp 27 .000,00C, 0% 

Rp 42 .000.000 0% 

2 Laporan P.p 16.000,000 J 

2 Le.poran Rp 6.000.000 2 

Rp 5.000.00(l 

2 La.poren Rp 5 .000,000 2 

Rp 18 .200.00<J 0% 

Loponu, Rp 146,000.000 2 La1>01·un Rp 132.300.000 2 Laporan Rp 378.300.000 r..amat 

Rp 3. 150.000 Rp 3,307.500 Rp 9.457.~ Camat 

Rp 3 .150.000 2 Laporan Rp 3 .307.500 2 LAporan Rp 9 .45 7 .500 Camat 

Rp 28.330.000 Rp 29.767.500 Rp 85.117.500 c.,,,., 

Rp 23.100.000 Rp 24.255.000 Rp 69.355 .000 Cam,n 

Laponm Rp 16.800.000 l Lapot•n Rp 17.641),000 2 Lapora11 Rp 50,440.000 C11m1tt 

LapoN!n Rp 6.30().0CN) 0 Lllporan Rp 6.615.000 2 LeporAn Rp 18.915.(00 Camat 

Rp 5.250.0CX) Rp S .51 2 .500 Rp 15.762.SOO Carnal 

Lopoun Rp 5 .250.000 2 Le.poran Rp 5 .512.500 2 Le.poren Rp 15.762 .500 Camat 

Rp 19,110.000 Rp 20.065.500 Rp 57.375.SOO 

Lokul 

15 

Kaatar K ec:. 
Pde-

KantcwXee. --
Kantor Keo. --
Kantor Keo. 
Pde-

Ku.tor KN, 
Pri,-

Kaa.tor K.c. Pr-
KantorX.C. 
Pde-

Kut-or Kee. --
Kantor KM, ........ 
K-.n.torKec. --
Jtaatar KN. 
Pde-

Kantor Kee. --
KutmKec, 
Pril ... 

KantotK..._,, --
Kant• IU(:i , -
Ktmt•Xeo, 
Pde-

KutotKCIO, --



Data 
Target kln erja prog,a m dan k erangka pendanaan 

KOIIDISI KINERJA PADA Unit 

Indlkator klnerja 
capalan AKHIR PERIODE Kerja 

Tujuan Sasaran Indlkator 
Kade Prog,am / Keglatan / Sub Keglat an prog,am (outc ome) pada awal Th 2024 Th 2025 Th 2026 RENSTRA Perangka Lokasl Sa.saran tahun t Daerah dan keglatan (output) 

perencan Penanggu 
aan target Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp ngJawab 

Penycdiaan Adminiatru1 Pelakaanaan 
J umlah Dokumen Huil 

Dokuwe Dokume KantorK-,. 
Tug,i.1 ASN Penyed1aa.n Mminiatrui 13 Dokumen Rp 393.664.420 13 Dokumc n Rp 413.347.641 13 

u 
Rp 434.015 .o::l3 13 

n 
Rp 1.241.007 .08◄ Camnt 

Prle-Pelaksanu.n Tug,te ASN 

Pela.kaan.aan Penatauu.hlUln dan 
Jumlah Dokumen Penatauu.hun 

Dokwne Dokume Kanl:« K«t. 
dan Pel'lguji.an/Verifi.kasi 4 Dokumen Rp 55.620.000 • Ookumen Rp 58.◄0l .OOO • Rp 6 1.321 ,0SO • Rp 175.342.050 c~, 

Pengujian/Vuifilcau Keuangan SKPO 
Keuangan SKPO 

n n -
Adm.bust:rui Kepep--.lu. P• ...... t Durah F\:.ncntAsc adm1nistr-i 

Rp 11 .220.000 Rp 11.781.000 Rp 11.370.050 Rp 35.371.050 Carnal 
K#dm K4C, 

kepegawaien Perangkat DaeTRh -
Pcndidik:an dan Peletihan Pegawai Jumlah aptlre.tur yang mengikuti 

5 °'""" Rp 8.(X)(),000 5 Om,g Rp 8 .4()().000 5 o~ns Rp 8.820.000 5 O,ang Rp 25 .220.000 C8.lll3t 
Ku1tm K.c,. 

Bcrdbarkan l'ugaa dan Fungai pendidikan den pelatihan -
Pcngadaan Pakaian Oinas Beaerta Atribut Jwnlah Paket Pcogadaa.n Paka.ian 

23 Palc:ct Rp 3 .220.000 23 Poket Rp 3 .381 .000 23 Paket Rp 3.550.0SO 23 Pakel Rp 10.151.050 Carnal 
Kanlc.K..c. 

KcLcngkapannya Di.au dan Kelcngkapannya -
Admhuatraal Um.um Peranp&t Dauah PerscnlB.11e Pemcn1.lhan 

Rp 110.722.600 Rp 116.258.730 Rp 12'l.07l .667 Rp 349.052.997 Camat Kantw K.o. 
Adrniniet.rMi Umum -

Penyediaan Kooiponen t.n.i.laai Jumlah Pakot Komponcn lnatalaai &antor K.o. 
Liet.rik/ Pencrangan Banguna.n Kantor Liatrik/ Pencrangan &.ngun.an 2 Pak'ct Rp 6 .000.000 2 Pttket Rp 6 ,300,000 2 Pak.et Rp 6.615 .000 2 PAl<ct Rp 18,913 .000 Canlftt -Kantor YAnK Dieediakan 

Penyed.iaan Pcrale.tan dan Pcrlengkap,An 
Jumlah Paket Peral.at.an dan Kantor Keo. 
FTr~ngkapau Kantor yang • Paket Rp 31 .808.600 • Pokel Rp 33.399.030 • Pakot Rp 35 .()68 ,9,Sl • Pakel Rp 100.~76,612 Carnot 

Kantor 
di&ediakan -

Penyediaan Pcralatan Ru mah Tangga JumlahPaket Pcrelatan Ru.mah 
2 Pakct Rp '.l.000.000 2 Pakel Rp '.l.100.000 2 Paket Rp '.l.205 .000 2 Paket Rp 6.~.000 Cam<,t KantorKtt0. 

Taugga yang diacd.iakAn Prleea 

Pcnyediu.n & rang CetM.kan d,m Jumlah Paket &rang Cctakan x-,,,totKeo. 
Penuand,urn 

daa Pengg.,tndHn yang 4 Pakct Rp 10.000.000 • Paket Rp 10.500.0CIO 4 PAl<cl Rp 11.025.000 4 Paket Rp 31.5:15 .000 Camet -diaediakan 

Pcnyediun BahAn S.cun dan Peratura.n 
Jmnlah Ook umcn Ba.ll&11 Bacaan 

Dokumo Dokume Jtaa.t•K.o. 
Pe.runda.ng-unda.ngan 

dan Peraturan Perundang - 2 Dokun:icn Rp 4.914 .000 2 Dokumen Rp 5 .159,700 2 
n 

Rp 5 ,417 .685 2 
0 

Ri> 15 ,◄91.385 Caruat -wtdangan }•Ill di»cdiakan 

FAailitui Kunjungan Tai.nu Jumllh Llpoi'ln Fuiliwl Kunjw.,-. TIO'IJ 12 Laporan Rp 5.000.000 12 Leporan Rp 5.250.000 12 Laporan Rp 5.5 1'2 ,500 12 Laporan Rp 15 .762.500 Camot 
Kantot K.c. -

Penyelen&g&raau R.epat Koonlinasi dan 
Jumla.h Laporan Pcnyelenggaraan 

KantorX.o. 
KoOAultaai SKPO Rapat Koordinaei dan Konaultaai 12 Laporan Rp 50.000 .000 12 Laporan Rp 5::Z.500.000 12 Laporan Rp 55.125.000 12 Lapo.-.n Rp 157 .625 .000 Camat ....._ 

SK.PD 

Oukuupn PdakJJanurt Sislan ·- Jumlah DubJf@ID Pclaksanun Sistcm XantcwKiect, 
Bcrbuis Eld.1ronik. pada SKPO 

Pemcrirwlan &rbasis Eltklrooik pada 12 L,iporan Rp ) .000.000 12 Lapor11.n Rp 1,050.000 12 Laporan Rp l. 10'.l ,500 12 Laporan Rp 3 .152 .500 Carnal -SKPD 

PntJediaan Jua Pea1111Jaac Ur1INn Pereenta.e PenyecHaan Jasa 
Kant• K.c. 

Pemerlnt ahatt na.ah Penunjang Oruun Pemcrintahan Rp 33.000.000 Rp 3◄ .650.000 Rp 36.382.500 Rp 104.032.500 Camot ....... 
Doerah 

Pcnyedi.oan J1Wa Komunikaai, SUl'.IJl.lor Daya 
Jumlah Laporan Penyed.Wln jaaa Kuit• Keo, 

A.ir d an U.trik Komuniku1, Sumbcr Daya Air 84 Loporan Rp 33.000.000 84 1Apor11.n Rp 34.650.000 84 Laporan Rp 36.382.500 84 Laporari Rp l0◄ .03::Z .500 Catw11t -dan Lietrik yang diaediakan 

Peop.da.u. BlnJll llillk Dunh PeuuJul Penentasc Pe.meliharaan Milik 
Kantor K eo. 

UruN.n Pemeriatah.ul Dawa..b daerllh penwtjane: uruHn Rp 161 .635 .000 Rp 169.716.750 Rp 178.20'.l .588 Rp 509.554 .338 Camat ..... peruerintaha.n daerah 

Ptf181daan Kendarul1 Pmnt"'" Dinu .... Jumlah Unit ){cndarl.lln Pffllnt!pl Dinlli 
KantOll'Keo . 

Kcndarun Dims Jabmn 
■tau Kendar-411 DinN Jabatan yarg 1 Unit Rp 35.610.000 l Unit Rp 3;,390,500 l Un.it Rp 39.260.025 l Un.it Rp 112.260.325 c~l -Distdiakan 

Pcqpduu Mcubel1ir JumlWI Pak.et Mcbel Y9l'@ Oisedi■bn 1 Unit Rp 5 .000.000 l Unit Rp 5.250.000 l Unit Rp 5.S l 'l .500 l Unit Rp 15,762 .500 c .... l 
KIUllOll'K.c. -



Data 
Target klnerja program dan kerangka pendanaan KONDISI KINERJA PADA Unit 

Indlkator klnerja capalan AKHIR PERIODE Kerja 

Tujuan Sasaran Indlkator Kode Program / Keglatan / Sub Keglatan program toutcomel 
pada awal Th 2024 Th 2025 Th 2026 RENSTRA Perangka Lokasl 

Sasaran tahun t Daerah 
dan keglatan toutput) pere ncan Penanggu 

aan target Rp target Rp target Rp target Rp 
ngJawab 

Pemberd ayaan dan KneJallteraan Keluarga llnit-at Jporse,tasc Laporan Pcmbc:rdayaan clan Kantor-lte:c, 
Ka::amatan d111n Kelunhan Kcsejaltcraan Keluarga Ti~at Ktcamatan Rp 30.000.000 0% Rp 31,500.000 Rp 33.075.000 Rp 94.575.000 C.=t -danKclurahan 

PcniugkALan Kctalwian Ptilgli1 Kcluarga 
Junllah Keluarga }lf@ 1nerl!iJwli 50 Kelu.arp Rp 6.00Q,00(1 50 Keluarga Rp 6.300.000 50 

Keluarg 
Rp 6.615,(X)O 50 Kclua.rg.B Rp 18.915.000 Camnt 

KaatarKtc, 

pcniugklllafl kebthanan plll'.@ill kcluarga . Prieaa 

Jurnlah Keluarga ,.,, Mena·1wtJ 
Pen ingkat.an Kesadaran kelunrp dalam Mewujudkan Peningkat,n Kesadaran Keluarga dalam Kelul:U'g Keator-Kee. 
Rumah Sehat dan layak Huni serta Kesadaran Hukum Mewujudkan Rumah Sehat dan Ulyak 50 Keluarga Rp 6.(X)().000 50 Kelussga Rp 6.300.000 50 Rp 6.615.000 50 KeluAiga Rp 18.915.000 Camel . -tentang Kepemirkan Rumah Hunl ~erta ~adaran Hukum tent.ans 

Kepem!lik;im Rumah 

Jumlah kclu&l'Sl ~ti Pmunbuhan 
Perunabuhan kendlran kcluarga cb.lam pcn~n kcndaran lccluarga di.Jam pcningkalan llraJ Kch.1.arg KuitorKec. 
larafltidlp kcluarga mclalui kehid.tp;in bcrkopcrasi clan hldup kch.larga mclah.li kchia.iparl 50 Kdus.rgs Rp 6.000.000 50 Keluru-gs Rp 6.300.(X)() 50 . Rp 6.615.000 50 Ke1U8.f'f,8 Rp 18.915.000 C=t -pct1Bcmbangan d:onorni laiiwl}--a bcrl:.opcnsi dan pcngcntb11nga11 ck.011omi 

lm,ya 

Jumlah Keluarga yang Menfkutl 

Peningkatan k~daran Keluarga dalam Peningkatan Peningkatm Kes.Jdaran Ke!uarp d~lam 

Pend!dlka n dan Keterampi!an untuk Mewujudkan Peningkatan Pend"dikan dan 
50 Kcluarga 

Sumber Daya Manusla yang Be1kualitas dan Berdaya Keterampila1 untulc. Mewujudkan Sumber 
Rp 6.000.000 50 Keluargs Rp 6.300.000 50 

Keluarg 
Rp 6.615.000 50 Kcluarg:a Rp 18.915.000 C=t 

Ka1LtorKec. . --S11il'\I o,,. M11nusia yang Berkualitu dao 
BerdayaSaJng 

Jumlah Keluarga ,.,. Mens ·kut! 
Pel'!umbuhan Kc!sadaran Keluarga dala m Pening!r.atan Pienuml>uhen Kesadaran l(eluarp dal:am 

50 Keluarga Rp 6 .000.000 50 Kdua.rga Rp 6.300.000 so Kduarg 
Rp 6.615,000 so Kcluarga Rp 18.913.000 Caxuat 

K.atorllec, 

Kua!itu Ke!est:arian Unglr.ung:1n Hidup Peningk11t,n Kual!tas KclesUir!an . ...._ 
Ungl«mpn Hidup 

PROGRAMPEMBlNAANDANPENGAWASAN Ptrtcrt1Sc Tllta kclola Ptmdcs SCil.W 
P,p ) 8.000,000 0% Rp 18.900.000 Rp 19.845,000 Rp 56.745,(00 Ca.mat 

Kantor KM-, 
Pn.tERINTAHAN DESA kctmoan -
F•sllltasl. Rd.omenda~ din Koord. Pembtnaan dan Men~ Koordmul Pcrri>inun dan 

Rp 18.000,000 0% Rp 18.900.000 Rp 19.84~.(X)() Rp 56,745.000 C=t 
Kao.tcKeo, 

Pen&•w•~m ))ffllCrilllllh Deu P~Wllfill PttllCliJuh Dess 

_ ... 

Fui.litui PtllYtJSllllln Pmuuran DtSl dlln Pctatut'IO 
Jumlah Dokumcn yq Dil'ulliwi d:d1m Ookurne Dokunu, Kud:os' K .c, 
~• Pf:tlyuuw, PmlUnln Dua dalt I Dokumen Rp 3,000,000 I Ookwnen Rp 3,150,000 I Rp 3.307.300 l Rp 9 .437.500 Cam a t 

KepaltDesa Pertb.11WJKc111laD 
n n -

Jumlah Dokumcn yang Difasiliwi diilam 
Fasmtui A<fflnistmi Tlla Pcmcriruhan Deia f'ln8kl AMlittistmi TlttP~ I Doku.nicn Rp 3.000,000 1 Dokumcn Rp 3. 150,000 

°'" 
Dokumo Dokume KuatorKeo. 

I Rp 3.307.500 I Rp 9.457,tOO Camat 
n n -

Fuilitasi Peti.gclollllltl KcuRJJgan °"' dan Jwnlah Dokumcn yang difasilitasi dalam I Dokumen 3.000,000 l Dokumen 3. 150.000 l 
Dokumc 

Rp 3,307.500 1 
Do.kuwe 

Rp 9.457.500 Ca=t 
KuatorKflC, 

Pcndaytgunaan Asel Dcsa l'llll9'• Pcngc:lolaan Kcuimgan Dest dan 
Rp Rp n n -Pcnda·--•-A- Asel Desi 

Fuilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kcpala Dcsa 
Jumlah IMrumcn Fa.~litosi dalam rimgka 

1 Ookumcn 
Ptlaksanaan Ptrnilihan Kcpaht Desa 

Rp 3.000.000 I Dokumen Rp 3.150.000 1 Dokwnc 
Rp 3.:307.500 l 

Dolcume Rp 9.457.500 Camat 
KUltorKiflC, 

n n --
Fasili!aii Sri:ronisasi Percncauaan Pom,ng,man 

Jumlah Dokumen SiOO'Ollisasi PcrertC$lUl1 Dokume Dol<um, KantOl'Kec, 
Pembane,.JtWl Daerah deriga.n Partillllg\UIIUI I Dokumen Rp 3 .000,000 I Dokumen 3.150,000 l Rp 3.307.500 1 Rp 9.457.500 Camat 

Daerah Dffl8an Pcrri>ang,.inan Desa 
Rp 

n n --Dest 

FuiliWi Pcnych..~raan Kttentraman dan Kctertiban 
Jumlah Dokumcn Fasilitttsi dllam t11tgka 
Pmycl~ Kcteutranw1 dsn I Ookwneo Rp 3.000,000 I Dokumen Rp 3.130.000 

l'mum Keteniban Umum 

Dokuwe Dokuw.e .KaatwKec. 
l Rp 3.307.500 l Rp 9.457 .500 Ca,.uat 

" " Prie ... 

Meningkatnya Nil.aiSAKIP 
Akuntahilitas Pe1·angkat 

PROGRAM PEll'tJWJAlrG tr.R.U84S Kinerj11. Perangkat Dacrah p--- Rp 4 .676.~3.0'11 4 ,805.769.229 Rp 5,046,0S7.690 Rp 14.428.7-49,994 C•mat 
Kud•Kee. 

Ds.erah PBIIBIUWTAILUI' DABRAII EABUPATU"/KOTA 

_ _,.. _____ 
Rp Prieea 

A4mhwdrui Keuan,an Peranp&t D•• llh Perscnta&e pemcnu.luui 4.149.284.420 4.3.56.748.641 Rp 4.574 .586.073 Rp 13.080.619.134 Uunat 
KantQl'Kec. 

administrol!i kcuangan 
Rp Rp -

Pcnycdiaan Ge.ji de.n Tunjangan ASN 
Jurnls.h orang yang mcncrime Gaji 23 Org/Bln 3.700.000.000 23 Org/Bln 3.885.000.000 23 O~Dln Rp 4.079.250.000 23 

Ornng/ 8 Rp 11 .664.250.000 Camel 
l(antmKec. 

de.n Tunjangan. ASH 
Rp Rp ulan Pri&en 



Data 
Target k lnerja program dan kerangka pen danaa n 

KOIIDISI KINERJA PADA Unit 

Indlkator klnerja capalan AKHIR PERIODE Kerj a 

Tujuan Sasaran 
Indlkator Kode Program / Keglatan / Sub Keglatan program (outcomel 

pada awal Th 2024 Th 2025 Th 2026 RENSTRA Perangka 
Lokaal Sasaran tahun t Daerah dan keglatan (output) 

perencan Penanggu 
aan target Rp target Rp target Rp target. Rp ngJawab 

P\':nydengara111 Urusan ~uterlnlahan Umwn Sesual 
Rp 18.200.000 0% Rp 19.110.000 Rp 20.065.500 Rp 57.375.500 Camat 

KantorK.o, 
Penueuan Kepala Dstcrah ...._ 

Pctrbinsan W&WtS2111 Kcbir@Slall din Jumlah Orang }'81'@ Mtngilcuti Pcmbinam 
Kd,,_ Nas ional d,J,m ""lk• M""""""'" Wawasan l{cbangsun don Kctahn,11an 
Pong,,nalan l'anclsila. Pclak.sanun u-.- Ntsiooal dalom "'""' Mcmantaplw1 

K&:utOI' K.a, 
Undq: Daw Ncpnt Repubiik Indonc$ht fihun 1945, PtngMmlllan Plntlsila. Pclaksaiwan Undal'@ so Org Rp 8.200,000 50 O.-g Rp 8 .610.000 50 O.-g Rp 9.040.500 50 O,g Rp 25 .850.500 C.a.iuat ...._ 
Pclestarian - Tuf188'1 lb '"'' ~ Oasar N~ Rtpoblik lndooesill 
PemomlmllO dan Ptmcliharun Keutuhan Tah..tn 19"'~, Pelcstarian ahimcka Tuli§II 
Negara Kesatulll] Rq,ublik JnOooesia lka sat.a Pcnten.ahanan dan P 

fullit.isl, koordlno1sl dan Pembinaan (Bimtek. 
Jumlah orang yang menailwtl fasili lH I 

Soslallsasi, ICornutt.s!) Wawasan ~baopaan dan 
koordim,si d:in pembinann (B!mtek. 

50 Org Rp 10.000.000 50 0.-g Rp 10.500.000 50 0.-g Rp 11.025.000 50 0.-g Rp 31.525,0CX:, Camat Kidder K ee. 

Ket.th;inanNa~al 
sosialisasi, kom,ult;isi) wawasa11 ...._ 
kebangsaan dart ket:ahanan Nasional 

PROGllAII PBMBERDAYAAII IIABYARAKAT Penentase Defta/Kelurahan yang 
Rp 1.600.520.431 0% Rp 1.680.546.453 Rp 1.764.573.775 Rp ~.045.640,659 Cauw.t 

Kant« Kec, 
DB&\ DAR' KBLURAIIAII Terbina dengftll Baik; ...._ 

Pensentast: Koordina:,i 
Kiu1t ow K.c, 

K oordinHi Kep&tan Pemb.-rdayu.n n ... Pembcrdayaan dew yang Rp 10.000,000 1)% Rp 10,500.000 Rp 11.025.000 Rp 31.525.000 Canmt -difa11iliwi 

Peningkatan PartiaipA11i MHy. Dal.am Jumlah Lenti11,p Kemu)'ll'lkllan ym~ 
Ku1tot Keo. 

FOl'Um MuaytWrarah Perenc&Jiatt.n Baputiiipasi daJam Forum 1 t...po= Rp 6 .000.000 I L&ponm Rp 6.300.000 1 Laponm Rp 6.6)5.000 l I..aporan Rp 18.915.000 Carnot 
Pembangunan di Deu Muiywwarah Percncanaan Pmi>lngunan di 

...._ 
""' 

Peuingkaten lifektifitas Kegiatan Jumlah Laponm Peningketen Kante11:K.a, 
Pembeniayaan Masy111ralc111t di Wilayah Efektifita• Kegiatan 1-'e:mbcrtlayyan 1 Laporan Rp 4.000 ,000 1 Laporan Rp 4 .200.<XX> l Lapn= Rp 4.410,000 I LAporan Rp 12.610.000 Can14t 

Prla-K=amatan Masyarakot di Wilayeh K~t.n 

Kegtalan Pembtf'd~•un Kdurahan Pro&crtut usulao kegimn pc,oocrda}un Rp 1 ,545.520,431 0% Rp 1.622.796.453 Rp 1.703.936.275 Rp 4,87:J .253.)59 Camat KantOl'K.a. 
dan pemt.Juhul saqnt ffl:;d}'kelurahan -

Pcningtutan Plrtislpui Muynkat dallUTl Forum 
Jitmlah l.ttTbtga Kcn1uy1rak1tan }'Ill! KantotK", bcrptiislpui dalam f'urum IWS)'l'I\Wl 1 IA.poNUl Rp ] 5.000,000 1 Y'\poratl Rp 13,750.000 1 Lapora.n Rp 16,537,500 I Laporan Rp 47.287,500 C.mat 

!1.fu~'IWlr'Bh Percncanaan Ptt11banfJ111n tJI Kclurah&ll pcrtnClllllnptrrb,lnswWldlkcturahtn -
Peni>angunlt.n Sll"ll'II clan ~Ill KcluflllRn Lcelli Jumlah Sll'W dan J>mar,u,a Ktlur&h&l1 

5 Un.it Rp 427,874,000 5 Unit Rp 449.267.700 5 Unit Rp 471.731.085 5 Unit Rp 1,348,872,785 C111.Ul3.L K..,_tor KN, 
yangT~ Ptlfloa 

... ~ Sama don - Keh.nhln Jwnlah Sanma din Pnsarana Kchnhan 
5 Unit Rp 434.445 ,737 5 Unit Rp 456,168.024 5 Unit Rp 478.976.425 5 Unit Rp 1.369.590,186 c~, KantotKieo, 

P,caluk,n yang TerblfWJ'.1 ...._ 

Penbasig,.man Snns dan Pranru• Kelunhan. Prigen 
Jumlah Satlr'II din Prasaralla KcturWlau 

5 Unit Rp 43 1.417,694 5 Unit Rp 452.988.579 5 Un.it Rp 475.638,008 5 Unit Rp 1.360.044,280 Camat 
Kant or Keo, 

~Tctbani9-Jn -
Jumlah P"'"-' dan am ... Y"~ KmdcwKto, 

Pcrrverdiyun Masy di Kehntm1 l...cdJg Mclaksanakll:1 Pctrberdayun Muyanikat 5 Lepo= Rp 81.736 ,000 5 Y'\poran Rp 85.82:J .800 5 !Apo.-.n Rp 90.113,940 5 Lopnnm Rp 257,672 .740 Camat ...._ 
diKclurahan 

Jumlah "'""" don Omws l""!! Kuttm X.O, 
Pcnibcrd&y,an Muy di Kch.1ntl'an Pea.Juk:111 MelakS11nak..'tll Pcni>erday11111 Mli)'al11kat 5 IA..pors.n Rp 75.310,000 5 t..poran Rp 79.07:5,500 5 Lti.poran Rp 83.029.275 5 Laporan Rp ':137 .414.775 c..m., ...._ 

diKcluralwt 

Ju1nlah Pokmu "'" am,,, l""!! KantmKitc1, 
Pcnbctdayun t..illy di Kelurahan Prigen Mclaknnaloo Pcmbcrdllyaan Muya,iul..-.t 5 Le.poran Rp 77.737,000 5 Ul.poran Rp 81,623.850 5 Laporan Rp 85.705.043 5 Laponm Rp 245,065.893 Canv.tt ...._ 

di Kclunhan 

Evlluasi Kcllnhan Jumlah Laporan Hasil Evtluasi Kchnllall l Le.poran Rp 2.000.000 1 Laporan Rp '2,100.000 1 Lllporan Rp 2.205.CX>O I I,eporan Rp 6 .305,000 Camat 
K ant:Ol' K.O, -

Koordlntsi dan Slnkro11isHt PtmbtrlakulR f'NnbalasaR 
Rp 15.000.000 0% Rp 15,750.000 Rp 16.537.500 Rp 47.287.500 Camat 

Kant mK.eo. 
Keglatau Masyankat (PPKM) -

P~1 Covid-19 di ~t Dcia dftrl Kclurahan Jumlah Dokumen P~ Covid.1 9 di 
l La.poran Rp ] 5 ,000 .000 1 t...pn= Rp 15.750,000 I Laporan Rp 16,537.500 1 J,aponm Rp 47,287 .500 Camat 

Kantm K«i. 
Tin@JW Dcsa chn Kclurahan -



Data Target klnerja progl'am dan kerangka pendanaan 
KONDISI KINERJA PADA Unit 

Indlkator klnerJa -.apalan AKIDR PERIODE Kerja 

Tujuan Sasaran Indlkator Kode Program / K<,giatan / Sub Kegiatll\n program (outcome) pada awf.l Th 2024- Th 2025 Th 2026 RENSTRA Perangka 
Lokasl Sasaran 

da11 kegiata11 (output) tahun t Daerah 
perencan Penana,u 

aan tmget Rp target Rp target Rp target Rp ngJawsb 

Pengadaan l'cnalatan dan Mcsin Lain}'t 
Jumlah Unit Pcralallln da11 Mcsin Laimya 

5 Unit Rp 97.650.000 5 Unit Rp 102 .532 .500 5 Unit Rp 10i,6S9.125 5 Unit Rp 307 .8·J 1.625 c..m., KUt41: K.O, 
Y,r@ Pri ... 

Pengadaan (Je~.mg KaiJlu atau Banguuan Llur11ya Jumlah Peralaum dan Mesip. 
I Unit Rp s.000.000 I Unil Rp 5 .250,IX)() I Unit Rp 5.512 .500 l Unit Rp 15.71)2.500 c.un., Kantcm- K.a. 

Lainnya YllllS DipelihArn PrilU 

Juntlah Sa.rana <i,an PrasariUUl 
PCflBAdllltl Sanuul dan .Pmarana Prnli.ikung Oe<kl~ pendukung gedung K.e..ntor autu 

I Unit Rp 18.375.000 I Unit Rp 19,293.?SO l Unit Sp 2C.258.438 l Unit Rp 57.9]7.188 Crunat KIIDhlt' Kec. 
Kmor 111.iU .Bll'l@WW'I laimya Bangunan La.inn:ta yang Prill-

dipeliha.re/direhahilita.si 

Pemetiha:run Bwanc: M:lHk Daer.:11 Pu.n.njan g Penert.ase pcngudaan bareng 
Rp 111.061.055 Rp L 16.614.108 Rp 122.444.813 Rp 350,119.976 c..m.t Kanta1; K oc. 

ll'rusan Pem.«t.lnt-.h Dae:ah Mililc<laerah Pric ... 

Penycdiaan Jasa Pcmcl.haraan. DiayR Pcmclil1araa11, Jumlah Kcndantan Dinas Opensboal atau 
Kan.ta1: KIMI, Plljak clan Periz.i111n KC1111araan Dinas Opcrasiorull atau l.apiqen yang Dipclihara clan ditmyarl;:an l Unit Rp 75,434.800 I Uni! Rp 79.206.540 I Unit Rp 83.166.867 l Unit Rp 237 .808.207 Camat -""'- Pajak d::in Pcri7jnarnr; -a 

Pemcliharun Peralatan dm Mcsin Lai111)'ll Jumlah Pcralatan dan Mcsin l...airulfll yang 
I Unit Rp s.000.000 I Uni1 Rp 5.250.tX)(I l Unit Rp 5.512.500 l Un.it Rp 15,762.500 Ce.mat Kant~ K to, 

Dipclih:.n Prill"" 

Pt1nclihanJ1l.'R.ohabi\itas i Gedul@ Kantor dan Jwnlah Ge<l.mg K1ntar dan JWlgllnan 
I Unit Rp 10.000.000 I Unit Rp 10.500,0(,0 I Unit Rp 11.025.000 l Unit Rp 31.5'.]5.000 Crunat Kant~ K.a. 

Bluigu111tt1L:ilin)'l Lailll}'l Prico• 

Panclihamll'Rchabilitasi s.rnn, dan eru,,.,,, 
l-'lll8 Dipclihanl/Dirthabilitasi I Unit Rp 8.626 ,255 l Unit Rp 9.057.5fi8 l Unit Rp ~.510.446 l Unit Rp 27.194.269 Camat 

K aatOl• K ec, 
Gcdung Kartor a.tau Bl~~ Lainn}'f -
Pcnielihara~Rcllabililasi Smma da11 Pra.!iarana 

Jumlah Saran, dan Pnsarana Geomg Kuto.:·Koc. 
PCO<ilkw'8 Gedu1J8 K~ a1.aU Bangu(W1 I..ainnya ""'" ~ .. - 1 Unit Rp 12.000.000 I Un.it Rp 12.600.Qt.l() l Unit Rp 13.230.000 l Unit Rp ai.s.:ro.ooo Ca.mat Prill .. Laimya Y"'8 

-

JUMUJ! R,p 7, 105.109.' 5!a Rp 7 .460.365.2 39,60 7.460.365.240 7 .460.365.240 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan 

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir 

periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif, merupakan gambaran 

yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari 

kegiatan (output). 

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang 

diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan 

dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini 

untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, 

target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran 

Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, 

time bond dan continously improve (SMART-C) . Penetapan indikator kinerja 

Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian Kecamatan Prigen. Hal ini ditunjukan dari 

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah 

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun 

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat 

dicapai. 

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah 

Kecamatan Prigen mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan 

dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 pada tabel 

T.C.28. sebagai berikut: 



NO 

1 

1 

2 

Tabel T-C.28. 
lndikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPO 

KONDISI 
TARGET KINERJA SASARAN PADA 

{INERJA PADA AWA 
TAHUNKE-INDIKATOR PERIODE RPJMO 

TAHUN2023 2024 2025 2026 

2 3 4 5 6 

Persentase Hasil 100% 100% 100% 
Penyelenggaraan Kecamatan 

N ilai SAK.IP Perangkat 76 78 80 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
Akhir Periode 

RPJMD 

7 

100% 

80 



BAB VIII 
PENUTUP 

Rencana Strategi.s Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen) 

digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan 

yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja. 

Perencanaan Stategi.s (Renstra) ini disusun untuk . menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-

2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut 

dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan Periode 2024-2026. 

CAMA T PRIGEN,

            ttd.

H.ACHMAD MULYONO,S.Pd, M.Pd
NIP. 19660303 199003 1 008 



BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen) 

digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan 

yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja. 

Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-

2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut 

dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan Periode 2024-2026. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Camat Prigen 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Camat 

Kabid. PPM 

Bappelitbangda 

Tanggal 

BUPATI PASRUAN, 

 ttd.

M. IRSY AD YUSUF


